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PUTUSAN

Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Tarakan  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. XXX, tempat tanggal lahir Enrekang, 21 Maret 1975, umur 48

tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani,

tempat kediaman di ALAMAT, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK. XXX, tempat tanggal lahir Toli Toli, 09 April 1977, umur 46

tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan  Guru

TK, tempat kediaman di ALAMAT, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Pemohon  dalam surat permohonannya tanggal 13 Maret 2024

yang  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Tarakan,  Nomor

185/Pdt.G/2024/PA.Tar,  tanggal  13  Maret  2024,  dengan  dalil-dalil  pada

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa,  pada  tanggal  14  Desember  1998,  Pemohon  dan  Termohon

melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah

Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Baolan,  Kabupaten  Toli-toli,  Provinsi

Sulawesi  Tengah,  sesuai  dengan  Duplikat  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor:

XXXtanggal 23 Februari 2024; 
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2.    Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat

kediaman bersama di  rumah orang tua Termohon di  ALAMAT selama 2

bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sewwa

di  ALAMAT  selama  9  tahun,  kemudian  Pemohon  dengan  Termohon

berpindah-pindah  dan  terakhir  bertempat  kediaman  bersama  di  rumah

sewa di ALAMAT, hingga pisah; 

3. Bahwa,  Pemohon  dan  Termohon  telah  hidup  bersama  sebagaimana

layaknya suami istri dan telah dikaruniai lima orang anak yang bernama:

a. ANAK 1, tempat, tanggal lahir : Tarakan, 1999, pendidikan terkahir

SMA, saat ini anak tersebut telah berkeluarga;  

b. ANAK 2,  tempat,  tanggal  lahir  :  Tarakan,  25  September  2001,

pendidikan terkahir SMA, saat ni anak tersebut telah hidup mandiri;  

c. ANAK  3,  tempat,  tanggal  lahir  :  Tarakan,  2002,  pendidikan

sekarang SMP, saat ni anak tersebut telah berkeluarga;  

d. ANAK 4,  tempat,  tanggal  lahir  :  Tarakan,  23  September  2003,

pendidikan sekarang S-1, saat ni anak tersebut diasuh oleh Pemohon;  

e. ANAK 5, tempat, tanggal lahir : Tarakan, 22 April 2008, pendidikan

sekarang SMP, saat ni anak tersebut diasuh oleh Termohon;  

 4. Bahwa, sejak bulan Januari tahun 2019, antara Pemohon dan Termohon

mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan

hidup rukun lagi dalam rumah tangga dikarenakan Antara Termohon dan

Pemohon  sudah  tidak  ada  kecocokan  dan  sudah  tidak  dapat

dikomunikasikan lagi; 

5. Bahwa,  ketika  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  terjadi,  Termohon

sering meminta cerai kepada Pemohon; 

6. Bahwa, akibat perselisihan tersebut puncaknya pada bulan Januari tahun

2020, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dengan alamat tersebut di

atas hingga sekarang. Selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun

batin antara Pemohon dengan Termohon; 

Hal. 2 dari 10 Hal. | Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.Tar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar biaya atas perkara ini karena

kurang mampu; 

Bahwa berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  di  atas,  Pemohon mohon

kepada Ketua Pengadilan Agama Tarakan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: 

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;  

2. Memberikan  izin  kepada  Pemohon  (PEMOHON)  untuk  menjatuhkan

talak  satu  Raj'i  terhadap  Termohon  (TERMOHON),  di  depan  sidang

Pengadilan Agama Tarakan;  

3. Membebankan  biaya  perkara  ini  kepada  DIPA  Pengadilan  Agama

Tarakan;  

 SUBSIDER :

   Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; 

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang

menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di

persidangan  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai

wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan

patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan

oleh suatu alasan yang sah; 

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak

bercerai dengan  Termohon,  tetapi  Pemohon  tetap  pada  dalil-dalil

Pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  Pemohonan

Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa  Pemohon  untuk  membuktikan  dalil-dalilnya,  telah  mengajukan

bukti-bukti berupa:
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A.-------------------------------------------------------------------------------------------------

Surat:

Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor:  XXX  atas  nama  Pemohon  dengan

Termohon  sebagai  suami  isteri,  yang  diterbitkan  oleh  Kepala  KUA Baolan

Kabupaten  Toli  Toli  Provinsi  Sulawesi  Tengah tanggal  23  Februari  2024,

bermeterai  cukup  dan  telah  dicap  pos  (nazegelen)  dan  setelah  dicocokkan

dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda P.;

B.-------------------------------------------------------------------------------------------------

Saksi:

1. SAKSI, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ketua

RT.21,  bertempat  kediaman di  ALAMAT,  di  bawah sumpah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi  kenal  dengan  Pemohon karena  saksi  adalah  Ketua  RT.21

tempat  tinggal  Pemohon  dan  kenal  dengan  Termohon  bernama

TERMOHON; 

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan

suami isteri sah; 

- Bahwa  setelah  menikah  Pemohon  dan  Termohon  bertempat  tinggal  di

ALAMAT, hingga akhirnya berpisah; 

- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikarunai 5

(lima) orang anak; 

- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada

awalnya  baik  dan  rukun,  namun  sejak  2  (dua)  tahun  yang  lalu,  rumah

tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak ada kecocokan lagi; 

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan atau

pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon namun hanya dari cerita

Pemohon tentang rumah tangganya ada masalah; 
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- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga antara Pemohon

dengan Termohon mulai tidak ada kecocokan; 

- Bahwa  kurang  lebih  2  (dua)  tahun  yang  lalu,  antara  Pemohon  dan

Termohon  telah  berpisah  tempat  tinggal  karena  Pemohon  pergi

meninggalkan Termohon; 

- Bahwa selama berpisah rumah tersebut, Pemohon dan Termohon sudah

tidak menjalin komunikasi yang baik lagi layaknya suami isteri; 

- Bahwa  saksi  pernah  menasihati  Pemohon  agar  rukun  kembali  dengan

Termohon, namun tidak berhasil; 

Bahwa  Pemohon  menyatakan  hanya  dapat  menghadirkan  satu  saksi

yang mengenal  Termohon dan telah  menyampaikan kesimpulan yang isinya

sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk  mempersingkat  uraian putusan ini,  segala yang tercatat

dalam  berita  acara  sidang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari

putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  Pemohon  pada

pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  terlebih  dahulu  mempertimbangkan

kompetensi absolut dan kompetensi relatif dalam perkara ini; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  49  ayat  (1)  dan  (2)  serta

penjelasan Pasal  49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan  Agama  sebagaimana  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor  3  Tahun  2006  dan  perubahan  keduanya  dengan  Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara perceraian antara orang-orang beragama

Islam menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang  bahwa  berdasarkan  surat  permohonan  Pemohon,  ternyata

domisili  Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi  Pengadilan  Agama

Tarakan,  sehingga berdasarkan Pasal  66 Ayat  (2) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-
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Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  terakhir  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor  50  Tahun  2009,  maka  perkara  ini  merupakan  kewenangan  relatif

Pengadilan Agama Tarakan;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  terlebih  dahulu  mempertimbangkan

kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini; 

Menimbang, bahwa yang menjadi pihak-pihak dalam perkara perceraian

adalah  suami  isteri  yang  terikat  oleh  perkawinan  yang  sah  dan  tercatat  di

Kantor Urusan Agama; 

Menimbang,  bahwa  pada  hari  dan  tanggal  persidangan  yang  telah

ditetapkan,  Pemohon  hadir  menghadap  secara  pribadi  di  persidangan,

sedangkan Termohon  tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak

pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya

yang sah,  meskipun Termohon telah  dipanggil  secara  resmi  dan patut,  dan

ternyata  ketidakhadirannya  tidak  disebabkan  oleh  suatu  halangan  dan  atau

alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal

149 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Termohon

harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diperiksa dan

diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Termohon);

Menimbang,  bahwa Majelis  Hakim telah  berusaha memberikan  nasihat

kepada Pemohon pada setiap persidangan secara maksimal  agar  Pemohon

bersabar  dan  rukun  kembali  dengan  Termohon,  namun  tidak  berhasil,

karenanya  ketentuan  Pasal  154  ayat  (1)  R.Bg.  jo. Pasal  31  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  jis. Pasal  82  Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I.  Nomor 1

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan

kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah

hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan

Pemohon  adalah  sejak  bulan  Januari  tahun  2019,  antara  Pemohon  dan

Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dikarenakan Antara Termohon dan
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Pemohon sudah tidak ada kecocokan dan sudah tidak dapat dikomunikasikan

lagi.  Akibatnya pada bulan Januari tahun 2020, Pemohon pergi meninggalkan

Termohon dengan alamat tersebut di  atas hingga sekarang. Selama itu pula

tidak ada hubungan lahir  maupun batin antara Pemohon dengan Termohon.

Atas dasar hal  tersebut Pemohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan ijin

menjatuhkan talak satu raj’I Pemohon kepada Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon tersebut dan

keterangan  Pemohon  di  persidangan,  maka  Hakim  berpendapat  bahwa

permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

di Indonesia, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus

antara suami isteri dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang  bahwa  Termohon  tidak  pernah  hadir  di  persidangan,

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah pula diberitahukan

bahwa surat permohonan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis dan

diajukan pada persidangan. Oleh karenanya, Termohon dianggap tidak hendak

membantah  dalil-dalil  permohonan  Pemohon  dan  dalil-dalil  permohonan

Pemohon dapat diterima dengan apa adanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon dalam

perkara  ini,  Pemohon  telah  mengajukan  alat  bukti  tertulis  bertanda  P.  di

persidangan. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta

telah  dicocokkan  dengan  aslinya  ternyata  sesuai  aslinya.  Sehingga

berdasarkan  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2020  tentang  Bea

Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdata, maka alat bukti tersebut dapat diterima

dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  identitas  Pemohon  di  surat

permohonannya sama dengan identitas yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah

Nikah (bukti P.),  sehingga menurut ketentuan Pasal 1868  Burgerlijk Wetboek

(Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata)  jo.  Pasal  285  Reglement  Buiten

Govesten (R.Bg.),  harus dinyatakan terbukti  bahwa  antara Pemohon dengan

Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan keduanya berkualitas

sebagai pihak berperkara (persona standi in judicio);
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Menimbang,  bahwa  meskipun  Termohon  dianggap  tidak  hendak

membantah dalil-dalil  permohonan Pemohon, namun oleh  karena perkara ini

merupakan  perkara  perceraian  yang  mempunyai  hukum  acara  khusus  (lex

specialis derogat lex generalis), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada

cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun kembali

sebagai suami isteri (vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Perkawinan),  maka permohonan tersebut dapat diterima apabila telah cukup

jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu

dan setelah mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang

yang  dekat  dengan  Pemohon  maupun  Termohon  guna  mendapatkan

kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pasal  283  R.Bg  telah  menyebutkan

bahwa:”setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau

guna  meneguhkan  haknya  sendiri  maupun  membantah  hak  orang  lain,

menunjuk pada suatu peristiwa,  diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa

tersebut”,  dengan demikian  Pemohon wajib  membuktikan  dalil-dalil

permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi yaitu: SAKSI,

yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk

perkara;

Menimbang,  bahwa  saksi  tersebut  adalah  orang  dewasa  yang

memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan saksi

secara materil relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon

serta  tidak  ada  halangan  diterimanya  kesaksian  saksi  tersebut,  maka  saksi

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan saksi

tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang,  bahwa  meskipun  Pemohon  telah  mengajukan  satu  orang

saksi,  namun  satu  orang  saksi  tanpa  didukung  dengan  bukti  lain,  belum

mencapai  batas  minimal  pembuktian  dan  baru  dapat  dinilai  sebagai  bukti

permulaan,  sebagaimana  azas  yang  menyatakan  “Unus  testis  nullus  testis”

bahwa  satu  saksi  bukan  saksi,  sehingga  dengan  demikian  dalil-dalil
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permohonan  Pemohon  dianggap tidak terbukti,  Oleh karena itu, berdasarkan

ketentuan  Pasal  283  R.Bg.,  maka  dalil  permohonan  cerai  yang  diajukan

Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  perlu  mengemukakan  sebuah  dalil

syar’i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai

berikut:

 Kitab Al Muhadzdzab Juz II halaman 320 :

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه
Artinya:  Apabila  Pemohon  tidak  mempunyai  cukup  bukti  maka

permohonannya ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, maka Majelis Hakim sepakat bahwa permohonan Pemohon dinyatakan

tidak terbukti sehingga harus ditolak;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  permohonan  Pemohon  untuk

berperkara  secara  prodeo  telah  dikabulkan,  maka  biaya  yang  timbul  dalam

perkara  ini  dibebankan  kepada  Negara  melalui  DIPA  Pengadilan  Agama

Tarakan Tahun 2024;

Mengingat,  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  hukum

syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan  Termohon  yang  telah  dipanggil  dengan  resmi  dan  patut

untuk menghadap di persidangan tidak hadir;  

2. Menolak permohonan Pemohon dengan verstek;  

3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Tarakan

Tahun 2024;  

Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama Tarakan pada hari  Kamis, tanggal  04 April  2024 Masehi bertepatan

dengan tanggal 24 Ramadan 1445 Hijriah oleh Ahmad Syaokany, S.Ag., M.H.

sebagai Ketua Majelis,  Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I. dan Nur Triyono,

S.H.I.,  M.H., masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  tersebut
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diucapkan pada hari  itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sapruddin,

S.Kom.,  S.H. sebagai  Panitera  Pengganti,  dengan  dihadiri  oleh  Pemohon

tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

Ahmad Syaokany, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota,

Ttd.

Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

Nur Triyono, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Ttd.

Sapruddin, S.Kom., S.H.

Perincian Biaya Perkara:

-  PNBP : Rp 0,-

-  Proses : Rp 0,-

-  Pemanggilan : Rp 0,-

-  Meterai                           : Rp                       0,-  

J u m l a h : Rp 0,-

(nol rupiah)
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